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ABSTRAK 

 

     Pada dasarnya dalam penelitian bertujuan untuk meneliti dan menganalisa konsep 
hukum mediasi sebagai penyelesaian final sengketa kepailitan dan untuk meneliti dan 
menganalisa pelaksanaan eksekusi hasil  mediasi dalam penyelesaian  sengketa 
kepailitan. Sedangkan yang menjadi masalah penelitian adalah Bagaimanakah konsep 
hukum mediasi sebagai penyelesaian final sengketa kepailitan ?Bagaimana pelaksanaan 
eksekusi hasil  mediasi dalam penyelesaian sengketa kepailitan ? penelitian menggunakan 

jenis penelitian normatif dengan melihat hukum dalam konteks normatifnya. Studi dalam 
hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (Library Research). Metode 
pendekatan adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal 
ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Mahkamah Agung   sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia yang sekaligus 
sebagai pembina dan pengawas peradilan di Indonesia kurang adil dan konsisten dalam 

menerapkan dan mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung  yang telah 
dikeluarkan nomor 1 tahun 2016 yang melarang mediasi sengketa kepailitan pengadilan 
niaga. Peraturan Mahkamah Agung  nomor 1 tahun 2016 ini  sangat tidak sejalan dan 
bahkan  sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan hukum acara perdata  yang berlaku 
sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang  mewajibkan hakim 
untuk  mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Bahwa 
mediasi sebagai penyelesaian final dalam sengketa kepailitan adalah cara yang praktis, 

relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Proses mediasi  lebih murah, cepat dan 
sederhana tidak bebelit daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. 
Langkah ini sebagai pilihan hukum  dalam  penyelesaian sengketa kepailitan  yang lebih 
cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga sejalan apa yang  dikehendaki dalam pasal 4 
Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  dijelaskan 
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 
Dasar hukum bagi mediasi final  ini pasal 1851, dan 1858, KUH Perdata, yang mengatur 

mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian(dading). Dading dapat terjadi, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum mengikat 
seperti halnya putusan pengadilan. Pelaksanaan mediasi sebagai   penyelesaian final 
dalam  sengketa kepailitan  adalah sebagai bentuk hak keperdataan seseorang yang harus 
dihargai dan dihormati, dijunjung tinggi  siapaun juga karena sebagai  bentuk kesepakatan 
dan perjanjian yang dibuat sebagai undang-undang bagi  para pihak membuatnya 
berdasarkan  dalam pasal 1320 jo pasal 1338 KUH Perdata sebagai bentuk  azas 

kebebasan berkontrak dan Azas Vacta Sunt Servanda. Adapun kesimpulan penelitian ini 
bahwa  peraturan Mahkamah Agung   nomor 1 tahun 2016  tentang Prosedur mediasi di 
Pengadilan niaga ini  tidak memberikan peluang adanya mediasi, dan damai bersifat 
sukarela.Proses kepailitan dan PKPU yang berjalan selama ini kurang efektif sehingga 
perkara kepailitan niaga sebagian besar berakhir dengan dinyatakan pailitnya debitor. 
Mediasi final penyelesaian sengketa kepailitan ini  dibuat berdasarkan kesepakatan akta 
perdamaian yang dibuat  oleh para pihak baik  kreditor dan debitor dengan itikad baik 

dengan merujuk pada pasal 1851, 1858 KUH Perdata dan  pasal 1338  Jo pasal 1320 
KUH Perdata  agar para pihak benar benar  mematahui dan  melaksanakan hak dan 
kewajibanya masing masing sesuai   isi perjanjian  kesepakatan akkta perdamaian.  
 
Kata Kunci :  Sengketa Kepailitan, Mediasi, Penyelesaian Final 
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ABSTRACT 

 

     Basically, this research aims to research and analyze the concept of mediation law as 

the final settlement of bankruptcy disputes and to research and analyze the execution of 

the results of mediation in the settlement of bankruptcy disputes. Meanwhile, the research 

problem is what is the legal concept of mediation as the final settlement of bankruptcy 

disputes? How is the execution of the results of mediation in the settlement of bankruptcy 

disputes? This research uses normative research by looking at the law in its normative 

context. Studies in normative law focus more on library research. The approach method is 

the process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer 

the legal problems faced. This is in accordance with the perspective of legal character. 

The results show that the Supreme Court as the highest judicial institution in Indonesia 

which is also the supervisor and supervisor of the judiciary in Indonesia is not fair and 

consistent in implementing and implementing the Supreme Court regulation issued 

number 1 of 2016 which prohibits the mediation of bankruptcy disputes in commercial 

courts. The Supreme Court Regulation number 1 of 2016 is very inconsistent and even a 

form of deviation from the provisions of the applicable civil procedure law as stipulated 

in Article 130 HIR and Article 154 RBg which obliges judges to reconcile the parties in a 

case before the case is examined. Whereas mediation as the final settlement in bankruptcy 

disputes is a practical, relatively informal way like a court process. The mediation process 

is cheaper, faster and simpler than going through a court settlement process. This step is a 

legal option in resolving bankruptcy disputes that is faster, simpler and inexpensive so 

that it is in line with what is desired in Article 4 Paragraph 2 of Law Number 48 of 2009 

concerning Judicial Power, it is explained that "Courts help justice seekers and try to 

overcome all obstacles and obstacles to be able to achieving a simple, fast, and low cost 

trial ”. The legal basis for this final mediation is articles 1851 and 1858, the Civil Code, 

which govern the agreement or peace agreement (dading). Dading can occur, both inside 

and outside the court, both of which have binding legal force as well as court decisions. 

The implementation of mediation as a final settlement in bankruptcy disputes is a form of 

a person's civil rights that must be respected and respected, upheld by anyone because it 

is a form of agreement and agreement made as law for the parties to make it based on 

article 1320 in conjunction with article 1338 of the Civil Code as form the principle of 

freedom of contract and the Principle of Vacta Sunt Servanda. The conclusion of this 

study is that the Supreme Court regulation number 1 of 2016 concerning the mediation 

procedure in the commercial court does not provide an opportunity for mediation, and 

peace is voluntary. The bankruptcy and PKPU processes that have been running so far 

have been ineffective so that most of the commercial bankruptcy cases end in being 

declared bankrupt. debtor. The final mediation for the settlement of bankruptcy disputes 

is made based on a peace deed agreement made by both creditors and debtors in good 

faith with reference to articles 1851, 1858 of the Civil Code and article 1338 in 

conjunction with article 1320 of the Civil Code so that the parties really know and 

exercise their rights and their respective obligations in accordance with the contents of the 

peace deed agreement. 

Keywords: Bankruptcy Dispute, Mediation, Final Settlement 


